
 

 
 
 
 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 
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ATAS LAPORAN KEUANGAN 

 

Laporan atas Laporan Keuangan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang terdiri dari Neraca tanggal                 

31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 

tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bertanggung jawab atas penyusunan dan 

penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan 

pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari 

salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.     

 

Tanggung jawab BPK 

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan 

berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik 

BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan 

yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian 

material. 

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan 

pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada 

pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang 

material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun 

kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan 

pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan 

keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk merancang prosedur 

pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan 

menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan 

kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh 



BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan viii 
 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta evaluasi atas penyajian laporan 

keuangan secara keseluruhan. 

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, 

sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK wajar dengan pengecualian. 

 

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian 

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.1.1, Catatan 5.3.2.4 dan Catatan 5.3.2.5 

atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyajikan Kas di 

Kas Daerah, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya  per 31 Desember 2017 

masing-masing sebesar Rp1.061.894.332,59, Rp19.812.391.872,92 dan 

Rp59.739.364.684,21. Dari nilai utang tersebut, diantaranya sebesar 

Rp62.613.407.309,52 merupakan utang yang timbul dari gagal bayar atas pengeluaran 

anggaran yang tidak cukup dana yang disebabkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) TA 2017 tidak sesuai pedoman yang berlaku. Pemerintah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga menggunakan kas yang dibatasi penggunaannya 

sebesar Rp48.735.547.471,41 untuk membayar belanja pada tahun 2017, sehingga sisa 

kas di Kas Daerah menjadi Rp1.061.894.332,59. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah telah membayar utang yang ditimbulkan dari gagal bayar tersebut pada tahun 

2018 dengan cara pergeseran anggaran yang berdampak mengganggu pelaksanaan 

kegiatan TA 2018. Jika Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mematuhi pedoman 

penyusunan APBD dan ketentuan terkait lainnya, maka utang sebesar 

Rp62.613.407.309,52 tidak timbul sebagai kewajiban dan kas yang dibatasi 

penggunaannya sebesar Rp48.735.547.471,41 pada 31 Desember 2017 tetap tersedia 

untuk kegiatan sesuai peruntukannya. 

 

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.2.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyajikan nilai Investasi Permanen  per 31 Desember 

2017 sebesar Rp119.214.439.955,10. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar 

Rp63.598.039.955,10 merupakan penyertaan modal pada PDAM Tirta Dharma 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah atas PDAM Tirta Dharma adalah mayoritas sehingga pencatatannya 

menggunakan metode ekuitas. Laporan Keuangan PDAM Tirta Dharma Per 31 Desember 

2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP). Adanya kejadian penting setelah tanggal neraca yaitu pada awal 

tahun 2018 di PDAM Tirta Dharma Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi kasus hukum 

yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menyangkut aset 

perusahaan yang bernilai Rp4.741.187.138,00, yang mempengaruhi jumlah aset 

perusahaan yang dicantumkan dalam laporan keuangan PDAM per 31 Desember 2017. 

Terjadinya kasus hukum tersebut berdampak pada nilai penyertaan modal pada Laporan 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017. BPK tidak dapat 

memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak 

tersedia data dan informasi pada PDAM Tirta Dharma. Sebagai akibatnya, BPK tidak 

dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka penyertaan modal 

tersebut. 

 

 

 



Oplni Wrjtr Dcngen Pcngccudiu

Menurut opini BPII kecuati untuk dampak hal yang dijeleskan &lam paragraf dasar
opini wajar dengan peng€cualia4 taporan keuangai yang disebut di atas, menyajikan
secara wajar, dalam scmua hal yang material, posisi keuangan pemerintah Kabupaten
Hulu Sungai rengah ranggal 3l Desember 2017, dan realisasianggaran, perubahan sardo
snggaran lebih, operasional arus kas, serta perubahan e&uitas untuk tehun yang berakhir
pada tsnggd t€rsebut, sesuai dengan Stan&r Akuntansi pemerintahan.

Lcponn rtrc SPI dan Keprtuhrn

Untuk memperoleh keyakinan yang mema&i atas kewajarsn taponn keuangan tersebut,
BPK juga melakukan perneriksaan terrradap sistem pengendarian intem d'n kepatuhan
t€rhadap ketentuan peratursn perundang-undangan. Laporan Hasil pemeriksaan aras
Sistem PengendaliEn Intern dan Laporan Hasil pemeriksaan atas Kepaohan rcrnadap
Kotcnturo Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor
07.8/LHPmx.BJlvf/05/201E dan Nomor 0z.c/LHpDoX.BJlvr/0520 r t tanggat 25 Mei
2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dsri laporan ini.
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